





Berdasarkan uraian-uraian dari skripsi ini, maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan 
utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan 
salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda 
yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti 
tanah dan bangunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan 
sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi 
dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, agunan berupa 
surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya 
melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan, pengangkatan 
pegawai negeri sipil (SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun 
pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan 
merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai 
pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat 
sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh 
beberapa bank sebagai jaminan kredit 
2. Akibat hukum bagi objek jaminan apabila PNS diberhentikan Pada 
perinsipnya sekalipun status pnsnya diberhentikan namun kewajiban 
terhadap bank tetap dapat dilaksanakan sampai tiba waktu perjanjian 
 
 
berakhir karena kredit tersebut tetap dibayarkan/dilunasi dengan kekayaan 
yang dimiliki oleh debitur sampai kredit tersebut dapat dilunasi.  
B. Saran 
1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet dengan SK Pegawai Negiri sipil 
sebagai jaminan, maka dalam memberikan kredit pihak bank sebaiknya 
tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 
kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur 
berdasarkan prinsip 5C dan 7P serta 3 R, hal ini karena timbulnya kredit-
kredit bermasalah selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari pihak 
bank.  
2. Dalam hal pemberian kredit bank terkadang dapat juga merupakan salah 
satu penyebab terjadinya kredit macet, dan dapat pula terjadi akibat kolusi 
dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan 
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